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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

terselesaikannya buku yang berjudul "Teori Hukum: Konsep dan 

Aplikasi dalam Analisis Ilmiah." Buku ini kami hadirkan sebagai 

panduan komprehensif mengenai teori hukum serta penerapannya 

sebagai alat analisis dalam karya ilmiah. Kami harap, buku ini dapat 

membantu mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum di Indonesia 

dalam memahami dan menerapkan teori hukum dalam kajian 

akademis maupun praktik hukum sehari-hari. 

Perkembangan teori hukum tidak terlepas dari dinamika sosial, 

politik, dan budaya dalam masyarakat. Dalam era digital dan 

globalisasi, hukum menghadapi tantangan baru yang memerlukan 

pendekatan yang inovatif dan komprehensif. Oleh karena itu, 

pemahaman tentang teori-teori hukum yang solid dan aplikatif 

menjadi semakin penting. Buku ini menyajikan teori-teori hukum 

utama dan berbagai pendekatan, lengkap dengan sejarah, 

perkembangan, dan contoh penerapannya dalam menganalisis 

permasalahan hukum yang aktual. 

Buku ini terdiri dari 15 bab, yang meliputi berbagai teori hukum 

secara mendalam: 

1. Pengantar Ilmu Hukum 

2. Sejarah Perkembangan Teori Hukum 

3. Positivisme Hukum 

4. Teori Hukum Alam 

5. Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum 

6. Teori Filsafat Hukum Pancasila 

7. Hermeneutika Hukum 

8. Sistem Hukum dan Negara Hukum 

9. Teori Hak Asasi Manusia dalam Hukum 

10. Teori Pengendalian Sosial dalam Hukum 

11. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum  

12. Hierarki Hukum dan Teori Perundang-Undangan 
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13. Penerapan Teori Hukum dalam Studi Kasus 

14. Hukum dan Kebijakan Publik 

15. Teori Kontrak dan Perjanjian dalam Hukum Perdata 

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, 

dan kami sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang 

membangun. Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca dalam memahami teori hukum dan 

mengaplikasikannya sebagai pisau analisis dalam karya ilmiah.  

 

Selamat membaca, semoga bermanfaat. 
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5. Relevansi Teori Hukum dalam Penulisan Ilmiah 

Penggunaan teori hukum dalam penulisan ilmiah tidak hanya 

membantu dalam merumuskan kerangka analisis tetapi juga 

meningkatkan kredibilitas dan keilmiahan penelitian. Sebagai 

contoh, seorang peneliti yang mengkaji hukum perlindungan 

konsumen dapat menggunakan teori hukum ekonomi untuk 

menganalisis bagaimana kebijakan harga mempengaruhi perilaku 

konsumen dan pelaku usaha. Teori ini, seperti yang dijelaskan oleh 

Richard Posner, menekankan pentingnya efisiensi ekonomi sebagai 

salah satu tujuan hukum (Posner, 1979). 

Sebagai tambahan, teori hukum naturalis juga relevan dalam 

penelitian-penelitian yang berfokus pada nilai-nilai moral dalam 

hukum. Peneliti dapat menggunakan teori ini untuk mengkaji 

apakah suatu norma hukum sudah mencerminkan nilai-nilai 

keadilan universal. Misalnya, penelitian tentang hak asasi manusia 

dapat menggunakan teori hukum naturalis untuk mengevaluasi 

apakah hukum nasional suatu negara sesuai dengan prinsip-

prinsip universal yang diakui secara internasional. 

Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa teori hukum 

memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan ilmiah di bidang 

hukum. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori hukum yang 

relevan, peneliti dapat menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya 

mendalam secara analitis tetapi juga memberikan kontribusi nyata 

bagi pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian masalah hukum di 

masyarakat. 

Sebagai catatan akhir, penulis ilmiah di bidang hukum perlu terus 

menggali dan memanfaatkan berbagai teori hukum yang ada untuk 

memastikan bahwa penelitian mereka relevan, berlandaskan teori 

yang kuat, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan hukum 

yang dihadapi. Seperti yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, 

“Hukum tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang perilaku 

sosial” (Friedman, 1975, hlm. 15). 

 

Penutup 
Ilmu hukum adalah disiplin yang dinamis, yang tidak hanya 

mempelajari norma-norma yang mengatur masyarakat tetapi juga 

memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan 
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perubahan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell 

Holmes Jr., “The life of the law has not been logic; it has been experience” 

(Holmes, 1881, hlm. 1). Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum 

berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pengalaman 

hidup manusia. 

Sebagai alat analisis ilmiah, ilmu hukum memberikan kerangka 

kerja yang memungkinkan kita memahami fenomena hukum secara 

mendalam. Melalui pendekatan normatif, sosiologis, dan kritis, ilmu 

hukum membantu kita mengevaluasi validitas, efektivitas, dan 

keadilan dari suatu aturan atau kebijakan. Dalam konteks ini, 

pemahaman teori-teori hukum, seperti positivisme Hans Kelsen atau 

teori keadilan John Rawls, menjadi esensial untuk merancang sistem 

hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dalam praktiknya, ilmu hukum tidak hanya berfungsi sebagai 

panduan normatif tetapi juga sebagai sarana untuk memahami 

hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat. Menurut 

Roberto Unger, “Hukum adalah produk dari konflik sosial yang 

mencerminkan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat” 

(Unger, 1986, hlm. 3). Dengan demikian, ilmu hukum tidak dapat 

dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya di mana ia 

beroperasi. 

Di Indonesia, perkembangan ilmu hukum telah mencerminkan 

kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan global, seperti 

perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan perubahan iklim. 

Sebagai contoh, hukum siber telah berkembang sebagai respons 

terhadap revolusi digital, menunjukkan fleksibilitas hukum dalam 

menghadapi tantangan baru. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum adalah 

sarana pembaharuan masyarakat (Kusumaatmadja, 1976, hlm. 30). 

Sebagai akademisi dan praktisi, memahami ruang lingkup ilmu 

hukum menjadi penting untuk menghadirkan solusi yang 

komprehensif dan berkeadilan. Hukum tidak hanya menjadi alat 

pengaturan, tetapi juga alat perjuangan bagi mereka yang 

terpinggirkan. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif dari John 

Rawls, yang menekankan pentingnya mendukung kelompok yang 

paling tidak beruntung, memberikan inspirasi bagi upaya 

menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif (Rawls, 1971, hlm. 76). 
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Sebagai penutup, ilmu hukum adalah disiplin yang terus 

berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Melalui 

pemahaman yang mendalam terhadap teori dan praktik hukum, kita 

dapat berkontribusi dalam menciptakan tatanan hukum yang tidak 

hanya adil tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman. Seperti yang 

dikatakan oleh Mahatma Gandhi "An unjust law is itself a species of 

violence. Arrest for its breach is more so" yang sering disingkat menjadi 

"An unjust law is a form of organized violence" (Gandhi, M. K., 1948). 

Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa hukum harus selalu 

berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. 

Dengan demikian, bab ini menegaskan pentingnya ilmu hukum 

sebagai landasan untuk memahami dan mengembangkan sistem 

hukum yang responsif terhadap tantangan lokal dan global. Melalui 

studi yang terus-menerus, kita dapat memastikan bahwa hukum tetap 

relevan sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih 

baik. 
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Pendahuluan 

Teori hukum adalah salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki 

peran penting dalam memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan 

hukum secara ilmiah. Perkembangan teori hukum tidak terlepas dari 

dinamika sejarah, sosial, politik, dan budaya yang membentuk 

kerangka hukum di berbagai belahan dunia. Pemahaman terhadap 

sejarah perkembangan teori hukum memberikan landasan yang kuat 

bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mengkaji hukum secara 

lebih mendalam dan kritis. Menurut Gustav Radbruch, “Hukum bukan 

hanya sekumpulan aturan, tetapi juga sebuah manifestasi dari nilai 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan” (Radbruch, 1947/2006). 

Kutipan ini menunjukkan bahwa teori hukum bukan hanya soal aturan 

normatif, tetapi juga soal nilai-nilai yang mendasarinya. 

Di Indonesia, teori hukum memiliki sejarah yang unik karena 

perpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum Barat yang 

diwariskan oleh penjajahan kolonial. Satjipto Rahardjo menyatakan 

bahwa, "Hukum di Indonesia haruslah menjadi hukum yang hidup di 

tengah masyarakat, bukan hukum yang asing dan jauh dari realitas 

sosial" (Harun, 2019). Pernyataan ini menegaskan pentingnya hukum 

untuk mencerminkan nilai-nilai lokal dalam aplikasinya. Teori hukum, 

sebagai cabang ilmu, berperan dalam menjembatani antara hukum 

sebagai norma tertulis dan hukum sebagai kenyataan sosial. 

Dalam konteks global, teori hukum terus berkembang seiring 

dengan perubahan zaman. Misalnya, teori hukum positivis yang 

dipelopori oleh John Austin menekankan bahwa hukum adalah 

perintah dari penguasa yang berdaulat, terlepas dari aspek moralitas 

(Austin, 1832/1995). Namun, pandangan ini kemudian dikritik oleh 

teori hukum natural yang melihat bahwa hukum harus mencerminkan 

nilai-nilai universal dan moral. Thomas Aquinas, salah satu tokoh teori 

hukum natural, mengatakan bahwa, "Hukum tanpa keadilan bukanlah 

hukum" (Aquinas, 1265-1274/2005). Hal ini menunjukkan bahwa 

teori hukum selalu berada dalam perdebatan antara berbagai aliran 

pemikiran yang berbeda.  

Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga 

memberikan tantangan baru bagi teori hukum. Konsep hukum digital, 

misalnya, menjadi isu yang relevan di era modern. Richard Susskind 
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Dalam konteks global, teori hukum terus mengalami perubahan 

signifikan. Perdebatan antara teori hukum natural yang menekankan 

moralitas universal dan teori hukum positivis yang berfokus pada 

aturan tertulis mencerminkan ketegangan yang abadi dalam ilmu 

hukum. Thomas Aquinas menyatakan bahwa "Hukum adalah sebuah 

perintah akal yang ditujukan untuk kebaikan bersama dan ditetapkan 

oleh mereka yang bertanggung jawab atas komunitas" (Aquinas, 

1265-1274/2005). Sebaliknya, Hans Kelsen menekankan bahwa 

"Hukum harus dipisahkan dari moralitas untuk menjaga netralitas 

dan objektivitasnya" (Kelsen, 1934/1967). Kedua pandangan ini 

menunjukkan bahwa teori hukum tidak hanya berfungsi sebagai 

kerangka analitis, tetapi juga alat untuk memahami realitas sosial.  

Di Indonesia, teori hukum memiliki ciri khas yang unik. 

Perpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum Barat 

menciptakan sistem hukum yang beragam dan kompleks. Satjipto 

Rahardjo menyatakan bahwa "Hukum di Indonesia seharusnya hidup 

dan berakar dalam nilai-nilai masyarakat lokal" (Rahardjo, 2009). Hal 

ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi 

instrumen formalitas, tetapi juga alat yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. Contohnya terlihat pada upaya untuk mengintegrasikan 

nilai-nilai Pancasila dalam perumusan hukum nasional, yang 

menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesatuan bangsa.  

Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan baru bagi teori 

hukum. Richard Susskind mengingatkan bahwa "Era digital memaksa 

hukum untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan 

esensinya sebagai penjaga keadilan" (Susskind, 2020). Di Indonesia, 

hal ini tercermin dalam pengaturan Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menunjukkan respons hukum 

terhadap tantangan era digital. Hukum tidak lagi hanya berfungsi 

sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai mekanisme untuk 

merespons perkembangan teknologi yang disruptif.  

Melalui kajian sejarah teori hukum, kita dapat memahami bahwa 

hukum bukanlah entitas statis. Seperti yang dinyatakan oleh Oliver 

Wendell Holmes Jr., "Hidup dari hukum bukanlah logika, tetapi 

pengalaman" (Holmes, 1897/1991). Hukum harus terus berkembang 

seiring dengan perubahan masyarakat dan tantangan zaman. 
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Pemahaman terhadap teori hukum memberikan landasan intelektual 

bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan 

solusi hukum yang relevan, adil, dan efektif.  

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami 

teori hukum sebagai konsep abstrak, tetapi juga sebagai alat praktis 

untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif. 

Seperti yang diungkapkan oleh Cicero, "Hukum adalah senjata terkuat 

bangsa dalam menjaga keadilan dan kedamaian" (Cicero, 106-43 

BCE/1991). Dengan mengintegrasikan perspektif historis, normatif, 

dan pragmatis, hukum dapat terus menjadi fondasi yang kuat bagi 

pembangunan peradaban manusia. 
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3. Budaya hukum yaitu terkait dengan profesionalisme para   penegak  

hukum dalam menjalankan  tugasnya serta  kesadaran   masyarakat 

dalam menaati hukum (Salam, 2015). 

Implikasi  positivisme  terhadap  perkembangan  ilmu  hukum  

diawali dengan  lahirnya aliran positivisme  hukum. Positivisme  

hukum menempatkan sistem peraturan perundang-undangan   

menjadi aspek   ontologisnya. Sehingga menitikberatkan   pada   teks  

peraturan perundang-undangan semata, tidak ada hukum selain 

hukum positif yang bersifat normologis otoritatif. Epistemologinya  

adalah doktrinal-deduktif meletakkan argumennya  pada aplikasi 

struktur norma positif itu ke dalam struktur kasus-kasus hukum   yang   

konkret. Oleh karenanya,  hukum  positif  itu  akan  aktif  untuk  

menyelesaikan kasus-kasus hukum yang konkret. Pergerakan  

epistemologinya bersifat top-down. Konsekuensinya adalah  pada  

aspek aksiologisnya,  positivisme  hukum  hanya  mendambakan  apa  

yang  disebut  dengan  kepastian hukum (Wiguna, 2023).  

Untuk mewujudkan masa depan positivisme hukum yang baik 

inilah tentu adanya upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat dan pemerintah sehingga pemenuhan atas penegakan 

prinsip-prinsip hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana 

pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintah hingga 

menghadirkan lembaga penegak hukum yang profesional yang 

mampu menjunjung tinggi nilai moral dan etika.  

Masa depan positivisme hukum ditentukan oleh penerapan 

hukum sebagai peraturan yang mampu menciptakan suasana 

penegakan hukum yang konkret, berdasarkan hasil penjabaran ide 

dan cita hukum yang disepakati bersama oleh penyelenggara negara. 

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah 

maupun struktur sosial masyarakatnya. 

Ide dan konsep yang dituangkan dalam peraturan harus mampu 

mengorganisasi pola perilaku moral dan etika dalam penegakan 

hukum, termasuk di lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, 

kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. Masa depan positivisme 

hukum tidak terletak semata pada struktur teks, tetapi pada sejauh 

mana teks tersebut dapat diterjemahkan dengan baik oleh para 

penyelenggara hukum di Indonesia. 
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Teori Hukum Alam: Dasar Moral Universal dalam 

Penegakan Hukum 

Teori Hukum Alam adalah cabang filsafat hukum yang berpendapat 

bahwa hukum tidak hanya berasal dari keputusan atau peraturan 

yang dibuat oleh negara atau lembaga berwenang (hukum positif), 

tetapi juga berasal dari hukum universal dan obyektif yang dapat 

ditemukan melalui akal budi manusia, naluri, dan pengamatan 

terhadap alam (Abdul Ghofur Anshori, 2006). Teori Hukum Alam ini 

dianggap berlaku sepanjang masa dan tidak bergantung pada hukum 

yang dibuat oleh manusia. 

Pada dasarnya, teori Hukum Alam menyatakan bahwa ada prinsip 

moral atau etika yang alami di alam semesta yang harus dihormati dan 

diikuti oleh manusia. Karena itu, jika hukum suatu negara 

bertentangan dengan hukum alam, hukum tersebut dianggap tidak 

sah atau tidak adil. Teori ini juga berfungsi sebagai pedoman moral 

universal dan alat kritik untuk mengkritik hukum modern. Ini 

mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan 

prinsip kemanusiaan dasar (Khoirur Rizal Lutfi, 2014). 

1. Peran Teori Hukum Alam dalam Hukum Perdata 

Teori Hukum Alam adalah suatu perspektif dalam filsafat hukum 

yang menganggap bahwa hukum berasal dari prinsip-prinsip 

moral atau etika yang universal dan dapat ditemukan melalui akal 

budi manusia. Dalam konteks hukum perdata, teori ini 

berpendapat bahwa hukum yang mengatur hubungan antara 

individu seperti hak milik, kontrak, dan kewajiban seharusnya 

didasarkan pada nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dan 

alam secara keseluruhan (Yuli Tri Cahyono, 2015). 

Prinsip dasar teori Hukum Alam adalah bahwa ada hukum 

yang universal, tidak tergantung pada hukum positif yang dibuat 

oleh negara, dan bahwa hukum ini dapat ditemukan melalui rasio 

atau akal manusia. Hukum alam ini dianggap berfungsi sebagai 

pedoman untuk membuat hukum positif yang adil, termasuk dalam 

bidang hukum perdata (Achmad Fitrian, Dodi Rusmana, Ning 

Adiasih, Marjan Miharja, 2024). 
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1. Pengaruh Teori Hukum Alam dalam Hukum Perdata 

Teori Hukum Alam memberikan pengaruh yang kuat dalam 

pembentukan etika hukum perdata. Pandangan bahwa ada hukum 

universal yang bersumber dari prinsip-prinsip moral memberikan 

landasan bagi pengaturan hubungan antar individu, termasuk hak 

milik, kontrak, dan tanggung jawab perdata. Seperti yang 

dinyatakan dalam penelitian (Diana Pujiningsih, S.H., M.H., 2022), 

"Hukum alam berasal dari Tuhan dan dipaksakan kepada 

manusia," menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum alam tetap 

berkontribusi pada penciptaan sistem hukum yang adil meskipun 

menghadapi tantangan dari hukum positif modern. 

2. Relevansi Teori Hukum Alam dalam Bisnis Digital 

Dalam konteks bisnis digital, teori Hukum Alam menawarkan 

pedoman moral yang relevan untuk mengatur transaksi digital. 

Dengan menekankan pentingnya hak asasi manusia dan 

perlindungan hak kekayaan intelektual, teori ini memberikan 

landasan bagi pengaturan yang adil dan transparan. Meskipun 

penerapannya di dunia bisnis digital menghadapi berbagai 

tantangan, prinsip-prinsip dasar hukum alam tetap memberikan 

arah penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan 

berkelanjutan di tengah globalisasi. 

 

Penutup 

Secara keseluruhan, teori Hukum Alam meskipun memiliki tantangan 

dalam aplikasinya di dunia modern, tetap memberikan kontribusi 

penting dalam pembentukan dasar moral dan keadilan dalam hukum. 

Prinsip-prinsip dasar seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial 

terus relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan 

teknologi digital. Oleh karena itu, teori Hukum Alam perlu 

menyesuaikan diri dengan regulasi praktis di tingkat global maupun 

lokal untuk menjaga perlindungan hak-hak dasar manusia. 

 

 

 

************** 
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Pengantar  

Hukum dan keadilan merupakan  topik yang tetap hangat dan menarik 

untuk dibedah dan dibahas dalam pelbagai diskusi dewasa ini. Hukum 

di suatu pihak dan keadilan pada pihak yang lainnya. Ada pemikir yang 

mengatakan bahwa keadilan adalah esensi sesungguhnya dari hukum. 

Hukum itu harus adil. Jika keadilan hilang dari hukum, maka hukum 

kehilangan roh dan hakikatnya. Bahkan ada juga yang menegaskan 

bahwa jika hukum tertentu ternyata tidak adil, maka hukum itu tidak 

wajib untuk ditaati. Keadilan adalah inti hukum.  

Namun apa sesungguhnya keadilan itu? Bagaimana menakar rasa 

adil atau keadilan jika konsep keadilan itu sendiri masih kabur dan 

abstrak. Kalaupun ada banyak pemikir berupaya memberikan definisi 

tentang keadilan, definisi itu pun sangat beragam sesuai dengan 

perspektif masing-masing. Kita dapat melihat keadilan sebagai sebuah 

gagasan, atau realitas mutlak (Plato dan Hegel), dan berasumsi bahwa 

pengetahuan menyangkut keadilan tidak dapat diperoleh secara utuh 

melainkan terbagi-bagi dan melalui analisis filosofis yang rumit 

(Friederich, 2010). Derrida melihat keadilan tidak dapat dibatasi 

hanya pada hukum melainkan juga mengacu pada hal-hal yang 

melampaui hukum. Keadilan merupakan suatu pengalaman aporia 

(Susanto, 2010). 

Oleh karena adanya beragam pemahaman tentang keadilan 

termasuk dalam bidang hukum maka uraian pada bab ini akan 

memberikan penguatan dan pendalaman teoritis tentang keadilan 

dari perspektif hukum. Semakin banyak teori keadilan dengan 

perspektif hukum dibahas dan dianalisis, maka semakin kaya cara 

pandang orang tentang keadilan. Keragaman teori keadilan dengan 

perspektif hukum memperkaya perspektif orang dalam menilai 

keadilan.  

 

Term Keadilan  
Term keadilan sesungguhnya bukan merupakan hal baru dalam 

perbincangan dan diskusi hukum maupun filsafat. Pada zaman Yunani 

kuno, Plato  dan Aristoteles telah memberikan perhatian yang serius 

akan hal keadilan dalam pemikiran mereka. Bagi Plato, keadilan itu 
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Keadilan sebagai Cita Hukum 

Banyak teori sosial, etika maupun hukum membahas tentang keadilan. 

Salah satu di antaranya adalah teori etis yang menegaskan bahwa 

hukum bertujuan hanya untuk mencapai keadilan. Isi hukum 

ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil 

(bdk. Van Apeldoorn). Hukum merupakan jalan menuju pencapaian 

keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang 

dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang 

teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, 

teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada 

akhirnya bagi praktik hukum (Johan Nasution, 2014) 

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak 

lama sudah dikemukakan oleh Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas 

dan para pemikir lainnya (pemikir hukum). Gustav Radbruch 

mengungkapkan:  

“Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous 

substance is composed of three elements: an individual element: the 

suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the 

changing foundation of prejudgments upon which civilization 

reposes at any given moment (social justice), and a political element, 

which is based upon the reason of the strongest, represented in the 

particular case by the state (justice of the state).“ 

Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa ada hubungan 

timbal balik antara keadilan dan hukum, dimana hukum dibentuk 

berdasarkan nilai- nilai moral dan keadilan yang telah lebih dulu ada 

dan hidup dalam masyarakat. Tugas pembentuk undang-undang 

adalah mewujudkan yang telah ada itu dalam rumusan norma.  

Lebih lanjut perlu juga dipahami bahwa hakikat hukum itu adalah 

upaya mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh sebab 

itu prinsip-prinsip keadilan mesti terkandung dan dimasukkan ke 

dalam hukum yang dibentuk dan ditetapkan, juga ketika hukum itu 

ditegakkan.  Ada pretensi bahwa hukum positif merupakan wujud 

nyata dari prinsip-prinsip keadilan sehingga keadilan merupakan 

tujuan dari hukum. Keadilan adalah cita hukum.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang 

mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara.  Tanpa adanya hukum yang dijiwai dan 

bercita keadilan, hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia 

kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi. 

Hanya perlu juga diandaikan bahwa keadilan tidak dapat berjalan 

sendiri. Karena keadilan itu bersifat abstrak dan subjektif, maka 

keadilan itu seharusnya berada bersama-sama dengan kepastian dan 

kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum (bdk pendapat Gustav 

Radbruch dalam Huijbers, 1990). 

 

Penutup 

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

dikatakan bahwa keadilan dalam hukum akan selalu berkaitan dengan 

ide, gagasan dan pemikiran filsafat hukum. Pemikiran tentang 

keadilan dalam hukum sangat beraneka ragam sesuai dengan jumlah 

pemikir dan filsuf yang mengungkapkan gagasan itu. Di tengah 

keragaman pemikiran dan pergumulan intelektual tentang keadilan 

ada dua hal yang dapat dikemukakan sebagai simpulan yakni: 

Pertama, keadilan sebagai cita atau ide hukum  adalah sebuah 

keniscayaan. Hukum tanpa keadilan akan membuat hukum 

kehilangan jiwa dan hakikatnya. Keadilan tanpa hukum akan 

menimbulkan bias subjektivitas dalam menyikapi persoalan 

kepentingan dan hak manusia. Etika dan moral dapat mengisi 

ketiadaan hukum namun moral atau etika hanya bersifat otonom, 

tidak memiliki daya paksa untuk mengatur kehidupan bersama dan 

memberikan sanksi sebagai perwujudan keadilan.  

Kedua, keadilan sebagai cita hukum membutuhkan kejelasan 

tentang tujuan dan karakteristiknya. Tujuan adalah hal yang mau 

dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun 

antara warga dengan negara atau hubungan antarnegara. Sedangkan 

karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah 

menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral 

dan benar secara moral.  Konsep-konsep keadilan bersumber dari 

alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang 

didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai 

dengan zamannya. 
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akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Contoh 

lain adalah kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi 

dan melestarikan lingkungan harus mencerminkan nilai-nilai 

Pancasila, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan 

beradab. Misalnya, undang-undang tentang pengelolaan sumber 

daya alam harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam 

dilakukan secara berkelanjutan dan adil (Mulyadi, 2016). 

 

Urgensi Nilai-nilai Pancasila dalam Analisis Hukum  
Filosofi hukum Pancasila merupakan landasan filosofis yang 

digunakan dalam pembentukan dan implementasi hukum di 

Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa filosofi hukum 

Pancasila sangat penting dalam analisis ilmiah, sebuah proses yang 

melibatkan pemeriksaan dan interpretasi yang ketat terhadap 

prinsip-prinsip hukum dan penerapannya dalam konteks Indonesia 

(Hidayat, 2017). 

Dengan demikian, filsafat hukum Pancasila tidak hanya berfungsi 

sebagai dasar negara tetapi juga sebagai landasan filosofis yang 

penting bagi analisis ilmiah di Indonesia. Hal ini memastikan bahwa 

perkembangan hukum bukan hanya perubahan sembarangan, tetapi 

langkah-langkah yang disengaja untuk menyelaraskan dengan nilai-

nilai dan prinsip-prinsip dasar bangsa Indonesia.  Pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memberikan kerangka 

filosofis yang unik dalam pembentukan hukum. Hal ini memastikan 

bahwa hukum yang dibuat adalah berdasarkan nilai-nilai dan 

moralitas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. 

Filosofi hukum Pancasila memberikan pedoman etika dan moral 

yang penting dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum. Nilai-

nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan 

persatuan adalah dasar untuk menciptakan hukum yang adil. 

Pancasila memungkinkan hukum di Indonesia untuk 

dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya lokal. Hal 

ini penting dalam analisis ilmiah karena memastikan hukum yang 

diterapkan relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dapat 

digunakan untuk mengkritik dan mengevaluasi hukum yang ada. Hal 

ini membantu dalam mengidentifikasi apakah undang-undang 

tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan apakah diperlukan 
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perubahan atau penyesuaian. Ketika menghadapi tantangan sosial 

seperti radikalisme dan intoleransi, filosofi hukum Pancasila berperan 

penting dalam menjaga kohesi sosial. Analisis ilmiah yang 

mempertimbangkan Pancasila dapat membantu menemukan solusi 

berdasarkan nilai-nilai bangsa dan persatuan. 

  

Filsafat Hukum Pancasila dalam Menghadapi Tantangan 

Pemikiran Hukum 

Salah satu tantangan utama dalam pemikiran hukum adalah mencapai 

keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Keadilan 

seringkali subjektif dan bergantung pada konteks, sementara 

kepastian hukum menuntut aturan yang jelas dan konsisten. Nilai-

nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan prinsip-prinsip 

kemanusiaan, memberikan pedoman etika yang kuat yang dapat 

membantu menavigasi keseimbangan ini. Selanjutnya adalah 

fleksibilitas dalam penegakan hukum yang mana hukum harus cukup 

fleksibel untuk mengakomodasi kasus individu yang unik dengan 

tetap menjaga konsistensi dan kepastian. Ini menghadirkan tantangan 

yang signifikan karena hukum yang terlalu kaku dapat menyebabkan 

ketidakadilan, sedangkan hukum yang terlalu fleksibel dapat merusak 

otoritasnya. Prinsip-prinsip Pancasila menawarkan kerangka kerja 

yang memungkinkan fleksibilitas yang dibutuhkan tanpa harus 

mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan 

(Kusuma, 2015). 

Di dunia kita yang semakin mengglobal, hukum nasional harus 

secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan standar 

internasional. Hal ini sering menyebabkan konflik mengenai nilai dan 

interpretasi hukum. Pancasila, mewujudkan nilai-nilai yang 

mencerminkan budaya dan identitas Indonesia, membantu 

memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterima oleh 

masyarakat setempat. Tantangan Era Digital: Kemajuan teknologi 

digital menghadirkan tantangan baru di bidang hukum, seperti 

perlindungan data pribadi dan akuntabilitas konten digital. Nilai-nilai 

Pancasila dapat memandu pengembangan regulasi yang adil dan etis 

di era digital ini.  
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Pengertian Hermeneutika 

Mengerti dan mendalami apa itu hermeneutika membutuhkan definisi 

atau batasan yang dapat mengarahkan kepada makna yang lebih tepat 

dan mudah dipahami. Definisi hermeneutika dapat membantu untuk 

menggambarkan secara lebih lengkap.  

Untuk itu Richard E. Palmer menguraikan 6 (enam) definisi 

secara berurut:  

1. Pertama, hermeneutika merupakan teori eksegesis Alkitab. 

Pengertian ini merupakan yang paling kuno – lahir pasca reformasi 

Protestan – dan hingga kini masih dianut.  

2. Kedua, hermeneutika sebagai metodologi filologis. Definisi ini lahir 

dari perkembangan rasionalisme di Eropa yang berusaha 

menginterpretasi berbagai teks, termasuk Alkitab, dengan 

menggunakan ra’yu. 

3. Ketiga, hermeneutika sebagai ilmu untuk memahami linguistik. 

Pengertian ini dapat ditemukan dalam pemikiran Schleiermacher 

yang mencoba menganalisis ‘seni memahami’ sebagai sebuah 

metode seperti dalam ilmu-ilmu yang modern.  

4. Keempat, hermeneutika sebagai fundamental metodologis ilmu-

ilmu sosial humanis (geisteswissenschaften). Definisi ini dirancang 

oleh Dilthey yang mencoba berdasarkan ilmu-ilmu sosial-humanis 

dengan metode penafsiran.  

5. Kelima, hermeneutika sebagai gejala  dalam kenyataan dan 

pemahaman eksistensial. Definisi ini berasal dari Heidegger, 

merupakan pendalaman konsep hermeneutika yang bukan hanya 

melingkupi pemahaman teks, namun menjangkau dasar-dasar 

ekstensial manusia.    

6. Keenam, hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Definisi ini 

berasal dari Ricoeur mengacu pada teori tentang norma-norma 

eksegesis meliputi dua macam sistem, yakni pemulihan makna 

seperti dipraktikkan dalam demitologisasi Bultmann, dan kedua, 

ikonoklasme atau demistifikasi seperti yang dipraktikkan Marx, 

Nietzsche, dan Freud (Richard E. Palmer, 2016:38-49). 

Secara etimologis, kata ‘hermeneutik’ atau ‘hermeneutika’ adalah 

padanan kata dalam bahasa Inggris, ‘hermeneutic’ (tanpa huruf ‘s’) dan 

‘hermeneutics’ (dengan huruf ‘s’). Istilah yang pertama dimaknai 
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Sama seperti Gadamer yang menekankan bahwa prasangka kita 

muncul dari tradisi komunal, Derrida berpendapat bahwa kita selalu 

meminjam konsep “dari teks warisan”. Kita tidak akan pernah bisa 

lepas dari warisan kita atau, dalam istilah Gadamer, melangkah keluar 

dari cakrawala kita. Menurut Derrida, kita terbatas pada “kepemilikan 

yang diberikan pada wacana zaman kita”, karenanya bahkan 

“dekonstruksi selalu dalam cara tertentu menjadi mangsa untuk 

karyanya sendiri”. Artinya, dekonstruksi perlu menggunakan dan 

menulis ulang metafisika dan struktur linguistik yang ingin di 

dekonstruksi, terlebih lagi, bagi Derrida, seperti juga bagi Gadamer, 

kepemilikan yang diberikan dari warisan kita (tradisi komunal kita) 

bukanlah entitas yang tetap dan dibatasi secara tepat, juga tidak 

diwariskan kepada individu melalui suatu metode atau proses 

mekanis yang tepat. 

Jika hermeneutika filosofis dan dekonstruksi memiliki banyak 

kesamaan, lalu apa perbedaannya? Dalam arti tertentu, Gadamer 

berhenti sejenak untuk merayakan momen-momen makna dan 

kebenaran, sementara Derrida tidak (dalam istilah yang lebih biasa, 

jika Gadamer dan Derrida sedang melihat segelas air, Gadamer 

mungkin akan mengatakan gelas itu setengah penuh, sementara 

Derrida mungkin akan mengatakan gelas itu setengah kosong). Baik 

Gadamer maupun Derrida menekankan bahwa setiap teks atau 

peristiwa memiliki banyak makna potensial, banyak kemungkinan 

kebenaran, tidak ada satupun makna yang tetap atau stabil dalam 

semua konteks. Keduanya akan setuju bahwa "kebenaran terus 

terjadi". Dalam istilah Derrida, sebuah teks dapat diulang: sebuah teks, 

yaitu, dapat diulang (atau dibaca) dalam konteks yang berbeda, 

sehingga maknanya dapat berubah. Namun,Gadamer menganggap 

makna sebuah teks tidak ada habisnya, Derrida menganggapnya tidak 

dapat diputuskan. 

Bagi Gadamer, makna yang pasti muncul dalam setiap hal yang 

konkret, tetapi karena konteks dapat bervariasi, makna potensial 

sebuah teks tidak pernah habis. Gadamer, sebagaimana dibahas, 

menekankan bahwa tindakan hermeneutik terpadu mencakup 

komponen praktis (aplikasi), sehingga kita mengantisipasi 

kelengkapan teks dan menganggapnya dapat mengkomunikasikan 
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"kesatuan makna". Karena Gadamer berfokus pada kepraktisan 

tindakan hermeneutik, ia cenderung memandang pemahaman 

terutama sebagai pengalaman yang positif dan memberdayakan. 

Akibatnya, Gadamer mengecilkan komponen dekonstruktif yang 

muncul dalam tindakan hermeneutik, meskipun ia secara implisit 

menyarankannya. Ia menjelaskan bahwa prasangka kita 

memungkinkan dan membatasi pemahaman dan interpretasi. 

Prasangka tidak hanya membuka kita pada kemungkinan 

pemahaman, tetapi juga membatasi dan mengarahkan pemahaman 

dan komunikasi kita. Kehidupan seseorang dalam suatu komunitas 

dan tradisi budayanya dengan demikian selalu membatasi atau 

mendistorsi jangkauan penglihatan seseorang - apa yang mungkin 

dapat dipersepsi atau dipahami seseorang (Stephen M. Feldman, 

2000:28-37). 
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keharusan bahwa dalam mengatur segala urusan di dalamnya negara 

ini, hukumlah yang memegang kendali termasuk dalam mengatur 

perilaku masyarakatnya. Dengan adanya warga negara yang 

menghormati dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada, 

diharapkan Indonesia akan semakin menjadi negara hukum yang 

tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya (Ibnu Sam 

Widodo, dkk, 2023). 

Konsep negara hukum di Indonesia tidak sama dengan konsep 

negara hukum yang berlaku di negara-negara Anglo-Saxon dan Eropa 

Kontinental. Terdapat perbedaan yang signifikan jika dibandingkan 

dengan kedua negara hukum tersebut. Perbedaan itu tampak pada 

prinsip yang diterapkan. Pada negara hukum Anglo Saxon dan Eropa 

Kontinental, prinsipnya berakar pada paham liberal individualistis. 

Sedangkan, prinsip negara hukum Indonesia berpegang pada 

pandangan dan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila.  

Perbedaan lain terletak pada keberadaan individu dalam 

masyarakat serta hak dan kewajibannya. Pada sistem hukum Anglo-

Saxon dan Eropa Kontinental, individu memiliki kebebasan yang 

mutlak. Namun tidak di Indonesia. Berdasarkan pandangan hidup dan 

latar belakang sejarah, Indonesia memiliki peran sentral dalam 

mengurus kepentingan rakyat, sebagaimana termaktub dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang terdapat 

pada alinea keempat. 

Adapun identitas dari cita hukum negara Indonesia adalah 

sebagai berikut (Rokilah 2020): 

1. Kekuasaan yang Terbatas 

Dalam negara hukum, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan 

harus tunduk pada hukum. Secara umum, negara hukum diartikan 

sebagai negara yang berlandaskan hukum, di mana semua 

kekuasaan harus mematuhi hukum. 

2. Kesetaraan di Hadapan Hukum 

Dalam negara hukum, setiap orang diperlakukan sama dan setara. 

Ini menunjukkan bahwa hukum tidak membedakan individu 

berdasarkan ras, agama, status sosial, atau jumlah harta yang 

dimiliki. Memposisikan hak dan kewajiban warga negara sama di 

hadapan hukum mencerminkan sila keadilan sosial dalam 
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Pancasila. Sehingga dengan demikian, kedudukan warga negara 

dalam hukum di Indonesia sangat berbeda dengan negara dengan 

sistem kerajaan (feodal) atau negara kapitalis. Negara hukum yang 

demokratis meletakkan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan 

dipegang oleh rakyat. 

 

Hubungan Sistem Hukum dan Negara Hukum 

Sistem hukum dan negara hukum memiliki keterkaitan yang kuat dan 

saling melengkapi. Negara hukum merupakan prinsip yang 

menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah dan individu harus 

berlandaskan hukum, sehingga memastikan bahwa kekuasaan tidak 

disalahgunakan dan hak asasi manusia terlindungi. Prinsip ini 

mencakup nilai-nilai seperti supremasi hukum, keadilan, dan 

kesetaraan. Di sisi lain, sistem hukum adalah struktur yang tersusun 

dari norma, aturan, serta lembaga yang mengatur perilaku 

masyarakat. Sistem hukum berfungsi untuk menerapkan prinsip-

prinsip negara hukum, menyediakan kerangka yang diperlukan dalam 

penegakan hukum dan menjamin bahwa setiap masyarakat 

memperoleh haknya serta lembaga bertindak sesuai dengan hukum 

yang mengaturnya. Dengan begitu negara hukum memberikan 

keabsahan dan arah bagi sistem hukum, sementara sistem hukum 

menawarkan mekanisme dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara 

hukum. Keduanya berpengaruh dalam mewujudkan masyarakat yang 

adil dan berkeadilan. 
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2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya. 

28D 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum. 

2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan. 

4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 
28E 1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 
di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 

2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat. 

28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia. 

28G 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi. 

2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau 
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan 
berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 

28H 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan. 

3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat. 

4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapapun. 
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28I 1) 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun. 

2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 
dalam peraturan perundang-undangan.** 

28J 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Sumber: UUD NRI 1945 

 

Dengan diaturnya hak asasi manusia dalam Konstitusi Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hak asasi 

manusia memiliki konstruksi yang kokoh. Dan oleh karenanya wajib 

dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara, lembaga negara, dan 

setiap orang, serta masyarakat. Selain dalam konstitusi, hak asasi 

manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

Undang-undang ini mengatur bentuk dan atau cara penyampaian 

pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat 

melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok 

pekerja di lingkungan kerjanya. 
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Asas-asas dalam UU No. 39 Tahun 1999 diantaranya “Negara 

Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara 

kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus 

dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 

keadilan.” Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak 

untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak 

dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak 

mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan 

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta 

dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan 

beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai 

kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam 

penegakan hak asasi manusia. 
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Pengertian Pengendalian 

Pengendalian adalah konsep yang memiliki makna mendalam, baik 

dari segi etimologis maupun terminologis. Dalam etimologi, kata 

"pengendalian" berasal dari kata dasar "kendali" yang merujuk pada 

penguasaan atau pengaturan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, "kendali" berarti upaya untuk mengatur atau 

mengendalikan sesuatu agar mencapai tujuan yang diinginkan 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, hlm. 14). Ini 

menunjukkan bahwa pengendalian tidak hanya sekedar suatu 

tindakan, tetapi juga mencakup proses yang berlandaskan pada tujuan 

tertentu. 

Secara terminologis, pengendalian dapat diartikan sebagai suatu 

proses untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi tindakan 

agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Hasan, 

pengendalian merupakan bagian integral dari manajemen yang 

berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai 

secara efektif dan efisien (Hasan, 2018, hlm. 22). Oleh karena itu, jelas 

bahwa pengendalian memiliki peran penting dalam manajemen, di 

mana tanpa adanya pengendalian yang baik, pencapaian tujuan 

organisasi dapat terganggu. 

Pengendalian juga dapat dilihat dari perspektif sistem. Menurut 

Tjiptono, pengendalian terdiri dari serangkaian langkah yang meliputi 

pengukuran kinerja, analisis penyimpangan, serta tindakan perbaikan 

yang perlu dilakukan (Tjiptono, 2017, hlm. 45). Dengan kata lain, 

dalam konteks sistem, pengendalian membantu organisasi untuk 

beradaptasi terhadap perubahan dan menjaga agar kinerjanya tetap 

sesuai dengan sasaran. 

Pengertian pengendalian, baik secara etimologi maupun 

terminologinya, menunjukkan bahwa pengendalian bukanlah 

aktivitas yang bersifat reaktif, melainkan merupakan proses yang 

sistematis dan proaktif. Dalam dunia manajemen, pengendalian 

memegang peranan esensial untuk memastikan bahwa berbagai 

rencana dan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan 

dengan baik. Dengan memahami kedua aspek tersebut, organisasi 

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

mereka. 
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Pengertian Hukum 

Hukum merupakan konsep yang fundamental dalam kehidupan sosial 

manusia. Secara etimologis, istilah "hukum" berasal dari bahasa Arab 

“hukm” yang berarti keputusan atau perintah. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai peraturan yang mengikat 

dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki 

peran penting dalam mengatur perilaku individu dan kelompok agar 

sesuai dengan norma yang berlaku (Baharuddin, 2012, hlm. 23).  

Dalam terminologinya, hukum dapat diartikan sebagai norma-

norma yang ditetapkan oleh suatu otoritas yang berwenang dan 

bersifat mengikat. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku 

masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai 

keadilan (Sutrisno, 2014, hlm. 45). Dengan adanya hukum, 

masyarakat dapat hidup harmonis dan teratur, karena hukum 

memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak 

dapat dilakukan. 

Menurut pandangan para ahli, hukum umumnya dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu hukum positif dan hukum alam. Hukum positif 

adalah hukum yang dibuat dan disahkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan, sedangkan hukum alam adalah hukum yang dianggap 

sebagai norma universal yang berlaku tanpa perlu ditetapkan oleh 

manusia (A. Sukanto, 2016, hlm. 78). Pemahaman ini membedakan 

antara hukum yang bersifat formal dan hukum yang bersifat moral. 

Hukum juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti 

dari aspek sosiologi dan filosofi. Dalam perspektif sosiologi, hukum 

dipahami sebagai suatu konstruksi sosial yang berkembang dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, hukum senantiasa mengalami 

pembaruan sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi (Nugroho, 

2018, hlm. 112). Dalam hal ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai 

sebuah aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang dianut 

oleh masyarakat. 

Sedangkan dari perspektif filosofi, hukum seringkali 

dipertanyakan mengenai keadilannya. Pertanyaan tentang keadilan 

hukum sering muncul dalam konteks penerapan hukum di 

masyarakat. Apakah hukum yang ada sudah mencerminkan keadilan 
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undang harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap 

kebijakan yang dikeluarkan. Menurut Friedman, ketidakadilan hukum 

seringkali muncul dari kegagalan untuk memahami konteks sosial 

atau kebutuhan masyarakat (Friedman, 1975, hlm. 152). Oleh karena 

itu, hukum harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

tersebut agar berfungsi secara efektif. 

Penerapan teori ini juga dapat dilihat dalam praktik pengadilan. 

Tresher menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan aturan 

hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial 

yang lebih luas dalam setiap keputusan (Tresher, 1996, hlm. 89). Hal 

ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen 

dalam mencapai keadilan sosial, dan bukan hanya sebagai aturan yang 

kaku. 
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sosial memengaruhi pembentukan serta penerapan hukum, sebuah 

topik yang penting untuk dipahami dalam menciptakan sistem hukum 

yang relevan dan efektif. 

Sejak 2008, Penulis menjadi dosen di IAIN Metro, mengajar dan 

melakukan penelitian di bidang ilmu hukum dengan perspektif hukum 

Islam maupun pengarusutamaan gender. Beberapa hasil penelitian 

Penulis berfokus pada kajian kesadaran dan kepatuhan hukum, 

perlindungan hukum maupun pembangunan dan pembaharuan 

hukum mencerminkan komitmen Penulis untuk menciptakan 

keadilan hukum yang inklusif. Penulis juga pernah menjabat sebagai 

Ketua Program Studi, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, kepala 

pusat penelitian dan penerbitan serta kini menjabat sebagai Wakil 

Dekan Fakultas Syariah. Melalui tulisan, penelitian, dan pengabdian, 

saya terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, 

mendukung terciptanya sistem hukum yang adil, serta membangun 

generasi sadar hukum yang mampu menghadapi tantangan di era 

modern. 
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dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral, sedangkan kepastian 

hukum memberikan struktur yang stabil dan prediktabilitas bagi 

masyarakat. Namun, hubungan antara keduanya sering kali dipenuhi 

dengan dilema yang membutuhkan solusi yang bijaksana dan berbasis 

prinsip. 

Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law menekankan bahwa 

“hukum adalah norma yang harus dipatuhi tanpa memandang nilai 

moralnya.” Pendekatan ini memberikan dasar bagi kepastian hukum, 

tetapi sering kali mengabaikan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan. 

Di sisi lain, John Rawls melalui konsep justice as fairness menegaskan 

bahwa "keadilan bukan hanya menyangkut distribusi yang merata, 

tetapi juga perhatian khusus terhadap kelompok yang paling kurang 

beruntung." Dua pandangan ini mencerminkan bagaimana hukum 

harus berfungsi secara simultan untuk memberikan keadilan dan 

stabilitas. 

Dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia sering menghadapi 

dilema antara kedua prinsip ini. Kasus-kasus konflik agraria, korupsi, 

dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi cermin nyata dari 

tantangan tersebut. Penerapan hukum yang terlalu kaku sering kali 

menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan 

masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu fleksibel dalam 

upaya mencapai keadilan substantif dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran hak 

masyarakat adat, penerapan hukum formal kadang mengabaikan 

nilai-nilai adat yang melekat dalam komunitas tersebut, sehingga 

menimbulkan ketidakpuasan. 

Albert Venn Dicey, salah satu tokoh hukum terkemuka, pernah 

menyatakan bahwa “rule of law harus mengikat tanpa pandang bulu.” 

Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum, tetapi 

ia tidak menafikan pentingnya pertimbangan nilai-nilai moral dalam 

penerapan hukum. Sebagai tambahan, Ronald Dworkin melalui 

teorinya yang berbasis pada integritas hukum, mengingatkan bahwa 

“hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan, tetapi juga prinsip-

prinsip moral yang mengarah pada hasil yang adil.” 

Di era digital, tantangan dalam menciptakan keseimbangan 

antara keadilan dan kepastian hukum semakin besar. Teknologi yang 
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berkembang pesat sering kali melampaui kemampuan regulasi untuk 

beradaptasi. Dalam konteks ini, diperlukan inovasi hukum yang tidak 

hanya mengutamakan stabilitas, tetapi juga mencerminkan keadilan 

sosial. Misalnya, pengaturan tentang perlindungan data pribadi harus 

mencerminkan keadilan dengan melindungi hak privasi individu, 

sembari memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam 

mematuhi aturan tersebut. 

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, Pasal 28D ayat (1) 

Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil. Ini menunjukkan bagaimana konstitusi Indonesia mencoba 

menyelaraskan kedua prinsip tersebut. Namun, implementasi di 

lapangan seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan 

progresif. Seperti yang diungkapkan Mochtar Kusumaatmadja, 

“hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga alat untuk 

mengubah masyarakat.” Pendekatan ini menunjukkan bahwa 

keadilan dan kepastian hukum harus berfungsi sebagai dua sisi dari 

mata uang yang sama dalam mencapai tujuan bersama. 

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang 

adil dan pasti, diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, 

akademisi, dan praktisi hukum. Penegakan hukum harus 

berlandaskan pada aturan yang jelas dan terukur, tetapi tidak 

mengabaikan prinsip-prinsip moral yang esensial dalam masyarakat. 

Dengan memahami dan menerapkan teori keadilan serta kepastian 

hukum secara seimbang, diharapkan sistem hukum dapat 

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, sekaligus 

menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di era modern. 

Sebagaimana dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “keadilan yang 

tertunda adalah keadilan yang terabaikan.” Kutipan ini mempertegas 

pentingnya tidak hanya memiliki aturan yang pasti, tetapi juga 

memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh setiap lapisan 

masyarakat tanpa penundaan. Prinsip ini harus menjadi landasan 

dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat, sehingga menciptakan 

harmoni antara keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. 
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2. Teori Pengelompokkan Norma Hans Nawiasky 

Hans Nawiasky, dalam karyanya Allgemeine Rechtslehre, 

mengemukakan sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma 

hukum dari negara manapun akan selalu berlapis dan bertingkat. 

Norma yang berada dibawah terhadapnya berlaku, bersumber dan 

berdasar pada norma yang berada pada posisi yang lebih tinggi. 

Selanjutnya, norma yang berada pada posisi yang lebih tinggi lagi 

terhadapnya akan berlaku, bersumber dan berdasar pada norma 

yang berada pada posisi yang lebih tinggi lagi. Hal ini akan terus 

terpola demikian sampai pada suatu norma yang tertinggi yang 

disebut norma dasar dimana tidak terdapat norma lainnya yang 

mampu berada diatasnya. 

Hans Nawiasky sebagaimana dikutip oleh Indrati (2007), 

mendasari diferensiasi atau perbedaan mendasar dengan teori 

Hans Kelsen, yaitu selain norma tersebut bentuknya berlapis dan 

bertingkat, norma hukum suatu negara juga berkelompok dan 

pengelompokan norma hukum sekurang-kurangnya dapat dibagi 

menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu (Geiger, 1950: 118): 

a. Kelompok I: Staatsfundamentalnorm atau Norma Fundamental 

Negara; 

b. Kelompok II: Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar 

Negara/Aturan Pokok Negara;  

c. Kelompok III: Formell Gesetz atau undang-undang formal; dan 

d. Kelompok IV: Verordnung dan Auto Satzung atau aturan 

pelaksana dan aturan yang bersifat otonom. 

Selanjutnya, Hans Nawiasky dalam die theorie vom 

stufenordnung der rechtsnormen jelas memberikan diferensiasi 

terhadap teori Hans Kelsen. Hans Nawiasky mengklasifikasikan 

bentuk setiap norma dalam tingkatannya masing-masing, sehingga 

tidak lagi merupakan bentuk pemisahan tingkatan secara general, 

melainkan sudah merupakan klasifikasi dari bentuk norma 

tersebut. Persamaan die theorie vom stufenordnung der 

rechtsnormen dengan stufenbau des recht, yaitu bahwa keduanya 

menyebutkan norma yang bertingkat dan berlapis, sehingga 

apabila suatu norma berlaku maka jelas bersumber dan berdasar 

pada norma yang ada di atasnya, norma yang diatasnya lagi berlaku 
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meka bersumber dan berdasar pada norma yang terletak di 

atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang 

tertinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi sumber dan asalnya. Oleh 

karena itu Pancasila juga tidak perlu ditanyakan lagi validitasnya 

karena sifatnya yang presupposed dan aksiomatis/axiomatic 

(Indrati, 2007). 

Perbedaan lain pemikiran pengelompokan norma Nawiasky 

pada die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen dengan 

stufenbau des recht, yaitu mengenai terbentuknya norma puncak 

yang menjadi landasan bagi norma yang berada dibawahnya. 

Menurut Hans Nawiasky, norma puncak yaitu norma fundamental 

negara atau disebut Staatsfundamentalnorm, harus ditetapkan 

terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan 

merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-

norma hukum dibawahnya. Sedangkan, Hans Kelsen tidak 

menjelaskan proses terbentuknya grundnorm yang menjadi 

puncak dari piramida hirarkinya. 

Perbedaan berikutnya, yaitu Hans Kelsen tidak 

mengelompokkan atau mendefinisikan secara rinci bentuk norma-

norma yang berada di bawah grundnorm. Sedangkan, Hans 

Nawiasky membagi norma-norma tersebut ke dalam 4 (empat) 

kelompok utama yang berlainan. Hans Kelsen membahas jenjang 

norma secara umum/general yang berlaku untuk seluruh jenjang 

norma dengan berprinsip pada letak tingkatan norma tersebut. 

Sedangkan, Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma 

tersebut secara lebih khusus yaitu dihubungkan dengan kondisi 

suatu negara. Perbedaan paling mencolok, Hans Nawiasky dalam 

teorinya tidak menyebutkan norma dasar negara dengan 

grundnorm atau Staatsgrundnorm, tetapi menyebutkannya dengan 

norma fundamental negara/Staatsfundamentalnorm. Hans 

Nawiasky berpendapat Staatsgrundnorm dapat saja berubah 

dikarenakan terjadinya pemberontakan, kudeta/coup d’etat, 

revolusi dan penyebab lainnya. 

Teori di atas memberikan deskripsi grundnorm yang dalam 

pengalaman Indonesia setara dengan posisi Pancasila dalam sistem 

hukum. Peranan dan fungsi Pancasila sebagai 
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Staatsfundamentalnorm, mengacu identifikasinya terhadap ciri-ciri 

sebagaimana diungkapkan Nawiasky. Pancasila menjadi meta-

norm yang axiomatic tidak memerlukan rujukan lagi terhadap 

keberadaannya (Latif, 2012: 120) (Latif, 2014: 2). Konsekuensinya, 

Pancasila selalu terletak di puncak piramida jenjang hierarki tertib 

hukum, oleh karena itu harus menjadi roh dari tertib hukum yang 

ada (Putranto, 2016: 49). Konsekuensi ini juga mengacu terhadap 

posisi Pancasila sebagai falsafah negara (Atmadja, 2014). Falsafah 

merupakan perwujudan keinginan dari rakyatnya, selalu berjalan 

identik dengan keinginan dan watak dari bangsanya (Huda, 2006: 

78). 
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menyoroti bagaimana hukum seringkali mencerminkan struktur 

kekuasaan yang ada di masyarakat. Dalam kasus diskriminasi gender 

dalam tempat kerja, CLS dapat digunakan untuk mengkritisi aturan 

hukum yang dianggap memperkuat ketidaksetaraan struktural 

(Duncan Kennedy, 1976). Teori ini membantu mengidentifikasi bias 

yang mungkin ada dalam penerapan hukum. 

Teori Law and Economics oleh Richard Posner (1973) 

memberikan pendekatan yang berbeda dengan memandang hukum 

dari perspektif efisiensi ekonomi. Dalam studi kasus terkait 

persaingan usaha tidak sehat, teori ini membantu menganalisis 

bagaimana kebijakan hukum dapat menciptakan efisiensi pasar. 

Sebagai contoh, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi 

regulasi anti monopoli dalam konteks peningkatan kesejahteraan 

konsumen (Richard A. Posner, 1973) 

Teori Restorative Justice oleh Howard Zehr (1990) sangat relevan 

dalam studi kasus hukum pidana. Teori ini menekankan pemulihan 

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus 

kekerasan dalam rumah tangga, teori ini dapat digunakan untuk 

merancang program mediasi yang berfokus pada rehabilitasi pelaku 

dan pemulihan korban daripada semata-mata menghukum pelaku 

(Howard Zehr, 1990) 

Teori Sociological Jurisprudence oleh Roscoe Pound (1912) 

menawarkan pendekatan yang menekankan pentingnya hukum 

sebagai alat rekayasa sosial. Dalam studi kasus mengenai peraturan 

lalu lintas, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana 

hukum dapat mengubah perilaku masyarakat untuk menciptakan 

keamanan jalan raya yang lebih baik (Roscoe Pound, 1912). Teori ini 

membantu peneliti memahami hubungan antara hukum dan 

perubahan sosial. 

Teori Legal Realism yang dikembangkan oleh Karl Llewellyn pada 

tahun 1930-an menekankan bahwa hukum adalah apa yang dilakukan 

oleh aparat hukum dalam praktiknya. Teori ini relevan dalam studi 

kasus terkait perbedaan putusan hakim dalam kasus serupa. Sebagai 

contoh, penelitian dapat menggunakan teori ini untuk mengevaluasi 

konsistensi putusan dalam sistem peradilan pidana (Karl N. Llewellyn, 

1930). 
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Teori Natural Law oleh Thomas Aquinas, meskipun merupakan 

teori klasik, tetap relevan dalam studi kasus yang berkaitan dengan 

hak asasi manusia. Teori ini menekankan bahwa hukum harus sesuai 

dengan moralitas universal. Dalam kasus pelanggaran hak asasi 

manusia, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keabsahan 

suatu kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang 

mendasarinya. 
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Pendahuluan 
Hukum adalah seperangkat aturan yang dirancang oleh otoritas 

berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menciptakan 

keteraturan sosial. Dalam definisinya, hukum memberikan kerangka 

normatif untuk melindungi hak individu dan menjamin keadilan di 

masyarakat. Menurut Friedman (2011), hukum berfungsi sebagai 

sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan 

sosial, sekaligus menjadi mekanisme pengendalian perilaku 

masyarakat melalui pengaturan yang bersifat mengikat. Dalam 

konteks negara modern, hukum menjadi dasar legitimasi untuk 

menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik. 

Di sisi lain, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan 

strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah 

tertentu atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini 

dirumuskan melalui proses yang melibatkan analisis masalah, 

perumusan solusi, implementasi, dan evaluasi. Menurut Howlett, 

Ramesh, dan Perl (2016) dalam Studying Public Policy, kebijakan 

publik bukan hanya dokumen atau keputusan formal, tetapi juga 

merupakan respons strategis pemerintah terhadap dinamika sosial 

dan ekonomi. Dalam praktiknya, kebijakan publik berfungsi sebagai 

alat untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam tindakan 

nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. 

Hukum dan kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dan 

saling melengkapi. Hukum memberikan landasan yuridis bagi 

kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima secara 

sah dan memiliki kekuatan mengikat. Sebaliknya, kebijakan publik 

membantu hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat yang terus berkembang. Sebagai contoh, Cairney (2020) 

dalam Understanding Public Policy menekankan bahwa kebijakan 

publik yang efektif harus berdasarkan hukum yang kuat untuk 

memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya, sekaligus 

memberikan legitimasi terhadap keputusan pemerintah di mata 

masyarakat. 

Sinergi antara hukum dan kebijakan publik menjadi sangat 

penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. 

Ketika hukum dan kebijakan tidak selaras, berbagai persoalan dapat 

muncul, seperti ketidakpastian hukum, konflik kebijakan, atau 
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mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, hukum tidak hanya 

berfungsi sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai sarana 

untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan lingkungan yang 

berkelanjutan. 

 

Tantangan dalam Kolaborasi Hukum dan Kebijakan Publik 
1. Perbedaan Kepentingan 

Perbedaan kepentingan antara politik dan hukum sering kali 

menjadi penghalang dalam kolaborasi yang efektif antara kedua 

bidang tersebut. Dalam konteks Indonesia, kepentingan politik 

sering kali didorong oleh agenda jangka pendek yang berfokus 

pada pemenuhan kebutuhan pemilih atau kepentingan partai 

politik, sementara kepentingan hukum lebih berorientasi pada 

keadilan dan kepastian hukum. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Siti Nurbaya (2018), konflik antara kepentingan politik dan 

hukum dapat mengakibatkan kebijakan publik yang tidak 

konsisten dan merugikan masyarakat, terutama dalam hal 

perlindungan hak asasi manusia (HAM). 

Studi kasus yang relevan adalah konflik antara kebijakan 

ekonomi dan perlindungan HAM yang terjadi dalam proyek 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Misalnya, proyek 

pembangunan jalan tol yang melewati wilayah yang dihuni oleh 

masyarakat adat sering kali mengabaikan hak-hak mereka atas 

tanah dan sumber daya alam. Dalam hal ini, kepentingan politik 

untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sering kali 

mengabaikan kepentingan hukum yang menjamin perlindungan 

hak-hak masyarakat adat. Menurut laporan Human Rights Watch 

(2019), banyak kasus di mana masyarakat adat kehilangan tanah 

mereka tanpa kompensasi yang layak, yang menunjukkan 

ketidakselarasan antara kebijakan ekonomi dan perlindungan 

HAM. 

Lebih jauh lagi, perbedaan kepentingan ini juga dapat dilihat 

dalam kebijakan lingkungan hidup. Banyak proyek yang bertujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti pembukaan 

lahan untuk perkebunan, seringkali berdampak negatif pada 

lingkungan dan masyarakat lokal. Penelitian oleh Jaringan 

Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa kebijakan yang 
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Penutup 

Sebagai penutup, hubungan antara hukum dan kebijakan publik 

merupakan elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil 

dan sejahtera. Hukum memberikan landasan yuridis yang kuat untuk 

melegitimasi kebijakan publik, sementara kebijakan publik berperan 

menerjemahkan visi pembangunan menjadi tindakan nyata yang 

berdampak langsung pada masyarakat. Harmonisasi antara keduanya 

sangat diperlukan untuk menghindari konflik regulasi dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Dengan kolaborasi yang inklusif, penerapan hukum yang adil, dan 

kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial, kita dapat 

membangun tatanan sosial yang lebih baik serta menjawab tantangan 

modern secara efektif. 
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melakukan berbagai langkah pendahuluan. Langkah-langkah 

tersebut meliputi negosiasi, pembuatan Memorandum of 

Understanding (MOU), serta pelaksanaan studi kelayakan untuk 

memastikan bahwa kontrak dapat dijalankan dengan baik. 

b. Tahap Penyusunan Kontrak 

Tahap penyusunan kontrak adalah kelanjutan dari proses-

proses yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, para 

pihak mulai menyusun dokumen perjanjian. Langkah-langkah 

yang dilakukan meliputi pembuatan draf perjanjian, pemberian 

koreksi atau masukan oleh masing-masing pihak, penyamaan 

persepsi untuk menghasilkan kesepakatan bersama, hingga 

finalisasi kontrak. Tahap ini diakhiri dengan penandatanganan 

kontrak oleh para pihak sebagai bentuk pengesahan atas 

perjanjian tersebut. 

c. Tahap Pelaksanaan Kontrak 

Tahap pelaksanaan kontrak merupakan fase di mana para pihak 

menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. 

Tahap ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan 

perjanjian, karena para pihak harus mematuhi dan 

melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam kontrak. 

Kontrak yang baik adalah kontrak di mana semua pihak 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Esensi utama dari pelaksanaan kontrak 

adalah komitmen para pihak untuk memenuhi semua ketentuan 

yang telah disepakati. 

 

Penerapan Teori Kontrak dan Perjanjian dalam Hukum 

Perdata 
Teori kontrak dan perjanjian merupakan salah satu fondasi penting 

dalam hukum perdata. Dalam penulisan karya ilmiah, teori ini dapat 

diaplikasikan untuk menganalisis berbagai permasalahan hukum, 

baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Salah satu pendekatan 

yang umum digunakan adalah dengan membedah unsur-unsur 

kontrak dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata. 

Contoh Studi Kasus: Analisis Perjanjian Sewa-Menyewa, Salah 

satu contoh penerapan teori kontrak adalah dalam analisis kasus 
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perjanjian sewa-menyewa. Dalam hukum perdata, perjanjian sewa-

menyewa diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600 KUH Perdata. 

Studi kasus dapat difokuskan pada aspek pemenuhan syarat sahnya 

perjanjian, yaitu: 

1. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak 

Peneliti dapat menganalisis apakah terdapat kesepakatan yang 

jelas antara pihak penyewa dan pemilik properti mengenai objek 

perjanjian, biaya sewa, serta jangka waktu sewa. Kesepakatan ini 

mencerminkan unsur konsensus dalam teori kontrak (Hadi, 2022). 

2. Kecakapan Para Pihak 

Kecakapan para pihak menjadi salah satu elemen yang harus 

diperhatikan dalam perjanjian sewa-menyewa. Misalnya, dalam 

kasus penyewa yang masih di bawah umur, penelitian dapat 

mengeksplorasi ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa orang yang belum dewasa tidak cakap 

membuat perjanjian (Rahardjo, 2023). 

3. Suatu Hal Tertentu 

Penelitian dapat mengevaluasi apakah objek sewa, seperti rumah 

atau kendaraan, telah dijelaskan secara rinci dalam perjanjian. Hal 

ini relevan dengan syarat adanya objek yang jelas sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

4. Kausa yang Halal 

Dalam konteks sewa-menyewa, peneliti dapat memastikan bahwa 

tujuan perjanjian tidak melanggar hukum atau ketertiban umum. 

Misalnya, penggunaan properti untuk kegiatan ilegal akan 

membuat perjanjian menjadi batal demi hukum (Soemitro, 2021). 

 

Relevansi Teori Kontrak dengan Karya Ilmiah 

Dalam karya ilmiah, teori kontrak dapat digunakan untuk 

memberikan landasan akademis yang kuat. Penelitian yang mengkaji 

permasalahan kontrak, seperti wanprestasi atau klausul yang tidak 

seimbang, dapat memperkaya diskursus hukum perdata. Dengan 

merujuk pada literatur hukum terkini dan menggunakan metode 

penelitian yang terstruktur, karya ilmiah dapat memberikan solusi 

konkret atas permasalahan yang dihadapi dalam praktik hukum 

perdata (Santoso, 2020). 
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Penerapan teori kontrak dan perjanjian dalam hukum perdata 

menjadi penting untuk menjelaskan aspek legalitas, keadilan, dan 

kepastian hukum dalam setiap perjanjian. Penelitian berbasis teori ini 

juga dapat membantu memperjelas norma hukum yang berlaku, 

sehingga memberikan manfaat praktis bagi akademisi dan praktisi 

hukum. 
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menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan 

kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.  

 

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com 

 

 

about:blank


Teori Kontrak dan Perjanjian Dalam Hukum Perdata 

 

255 Dian Dewi Khasanah 
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